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~KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
. (REPRESENTATIVE OFFICE}

. DIINDONESIA

. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, global di hampir seluruh negara

di dunia, maka sejumlah besar perusahaan multinasional melakukan ekspansi
usahanya. Ekspansi usaha vang dilakukan .oleh pernsahaan multinasional
terscbut disebabkan oleh berbagai fakior diantaranya sebagai berikut:, .
ruang lingkup pasar yang terbatas di negara asal mereka;
- biaya produksi yang cenderung semakin besar akibat komponen biaya
+.yang relatif semakin mahal seperti upah tenaga kerja yang semakin
 tinggi di negara asal, yang berakibat produk mereka kurang mempunyai

daya saing yang tinggi; 7 Vi ... .. B
_serta terutama dorongan  ekspansi  usaha yang . dipicu isu "Go

International" yang merebak diseluruh belahan dunia.

~ Untuk memecahkan  permasalahan tersebut diatas, maka banyak
perugahaan muyltinasional yang memindahkan lokasi usahanya ke negara-
negara lain atau lebih dikenal dengan kebijaksanaan relokasi, termasuk
didalamnya Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah upaya untuk menekan
ongkos produksi melalui beberapa keunggulan komparatif yang diriliKi oleh
Indonesia sekaligus merebut pasar yang demikian besar bagi produk tersebi,
dan melalui “cara inilah maka perusahaan mu'tinasional mendapatkan
keuntungan yang tidak sedikit. Kemunculan Representative Office ("R.0O.™)
di Indonesia sedikit banyaknya meruapakan. akibat dari fenomena seperti
yang diterangkan diatas. Kegiatan R.O. bukan berupa kegiatan penanaman

modal melalui cara "direct invesment” ataupun "non-direct invesment"!
T b

. 3
' Pengertian direct investment dan non-direct investment mengacu kepada pengeriian: bahwa direct
invesimen adalah investast berapa equity yang dapat berbenuk proyek, penyertaan saham dalam suatu
perusahaan secara fangsung, pembeliah saham perusahaan domestik di pasar modal dan sebagainya,
sedanghan nen-direct investinent mengacu kepada pengertian investasi yang tidak berupa equity seperti
technical assistance agreement, franchising, loan kepada perusahaan domestik, dan sehagainya.
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melainkan hanya berupa. kegiatan dari.operasi ‘ataupun pemasardn produk
serta hal-hal yang sifatnya mendukung  Kkegiatan :dari operasi ataupun
pemasaran produk dart perusahaan-perusahaan mrsebut di Endonema yang
telah ada. Kemunculan R.O. di Indonesia tidak hanya merupdidn
perpanjangan {angan dari g‘erua&ha;m—_pemsahaaq _muiignamqn&l saja, -akan
tetapi- juga dari organisasi-organisasi internasional vang melakukan
kegiatannya di Indonesia seperti WHO (World Health Organization), WWF
(Worlds Wide Fund for. eture) dan lain sebagainya, maka . minimal ada
‘peberapakeuntungan: -yang akan-didapat Indonesia, diantaranya.adalah:,
=i masuknya devisa yang: relatilbesar;

- pembantu pemermmh memecahkan rmsaiah tendgd kex Ja
';""’1‘-‘meuc§0;0ng ransfer teknologi dan; -

- idisatu sisi dapat memacy pewsahadn lokal yang sejenis untuk E‘aermm‘am
' Iebsh emmn

-...'-Daiam -kerangka inilah' kehadiran sebuah R.O. di Indonesia vang
mewakili kepentingan pringipalnya.di luar negeri sangat penting dikaitkan
dengan ‘fungsinya sebagai penunjang kegiatan perusahaan multinagional
tersebut’ di Indonesia.- Tulisan Ini merupakan ulasan ringkas dari sudut
pandang hukum degal point of view) terhadap beberapa agpek hukum. R.O.
yang merujuk kepaada materi peraturan perundang-undangan vang berlaku,
serta aspek praktis yang berkaitan dengan keberadazn R.O. di Indonesia.

Eks:ste;m Rtpr&%md{w& Office

Kbbiﬂ adaan sebudh R 0. di Indonesia bukanlah merupakan th,bUcih mddn
hukum, seperti yang diatur berdasarkan hukum perjanjian/hukum perdata,
melainkan hanyalah merupakan kantor pewakilan yang mendapat otoritas dari
prinsipalnya di luar negeri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya
tertentu, seperti monitoring, promosi dan lainnya. Khusus mengenai masalah
badan hukum, Kitab Undang-Undang Hulkum Perdata (KUHPerdata)
Indonesia tidaklah mengatur secara jelas, dan dihubungkan dengan hal ini
maka istilah badan hukum (rechipersoon) sama sekali tidak tercantum dalam
KUHPerdata. Dalam perkembangannya timbul berbagal pendapat para ahli
{dociring) yang membahas mengenai permasalahan ini yang berusaha
memberikan argumentasi yuridis yang kemudian dapat diterima umum, yang
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'pada umunya membenl{an kntena sebagai berikut:®:
L ddanya harta’ ke}s:ayaan yang terpisah
©-‘mempunyai tujuan tertentu; -
R mempunya; kepe:';tmgaﬂ sendiri; -
o mempunyax orgamsam yang teratur.

: Apabﬂa merujak Iz{epada kmema yang teiah dii{emukakan diatas maka
R.O. tidaklak memenuhi persyaratan tersebut -secara lengkap, ‘dalam arti
* tidak ‘memenuhi “Kriteria mempunyai ‘ harta ‘kekayaan: yang terpisah oleh
karena dana opexasxonal mereka, berasal ‘dari kantor pusat mereka diluar
_ mnageri, serta yang menyangkut - kriteria® mempunyai kepentingan .sendiri -
dikarenakan mereka di Indonesia semata-mata mewakili kepentmgan kantor
pusat mereka di luar negeri. Berdasarkan argumentasi ini maka R. O. tidak
dapat digolongkan sgbagai sebuah badan hukum, Selain itu dalam proses
pembentukan sebuah R.O., tidak dibutuhkan adanya dokumentasi hukum
'yang notariil, dan tidak dlbu‘mhka‘a pengesahan dari Menteri kehakiman
seperti layaknya pengesahan afas badan hukum lainnya seperti P.'T. Dengan
demikian tmaka apabila dilihat dari'segi operasionalnya, maka bagi kehadiran
‘sebuah R.O. hanya dibutuhkan persetujuan dari Meemer:/l(epala instansi yang
membzdangi kegiatan usaha R.O. tersebut.

Bentuk, Aktivilas dan P@ngatuz‘aﬁ Yuridis
Sebuab Represemaﬁve Office

Mengenax bentuk dari R.O. ini di Indonesia dapat dlkategorzkan kedalam
2 jems masm;,—masmg, adalah:

1. Regional Representative Office (R.R.0) atau Kantor Perwakilan Wilayah
Perusahaan ~Asing, vaitn kamtor perwakilan yang didirikan oleh

- ‘perusahaan asing diluar ‘Indonesia dengan tujuan untuk mengurus
kepentingan - usahanya *di Indonesia dan diluar wilayah Indonesia

T Al Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Baden Hulkum Perseroan, Perlumpulan, Koperasi,
Yayasan , Wakaf. Alumni Bandung, 1977, Hal. 50,
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- stlurang-kurangnya disaiu negara ldin.® Contohnya adalah R.R.O dari -
sebugh ‘perusahaan -asing-yang ‘melakukan monitoring untuk negara-
- pegara” yang berada- di” Kawasan Asia. Tenggara seperti Singapura,
‘Malaysia, Thailand dan Indonesia, dan memilih base atau domisilinya di
Tndonesia. Teérhadap R.R.C., maka pengawasan.dan pembinasnnya ada
pada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Adapun kegiatan -Kantor
Peywakilan  Wilayah Perusahaan. asing -ini- dibatasihanya . kepada
kegiatan-kegiatan tertenty, yang meliputi. pengawasan, koordinaior,
‘benghubung wituk perusahaan afiliasi, anak perusahaan, dan cabang dari
o perusahain :yang;diwakiig;yg_z;Sélain.i_tu-__cj_il__;?iran_g_;iézi_gi_._Ka_ijat_Qr"Per?_-’ak_ilan .
Wilayah Perusahaan Asing unuk mencari penghasilan di Indonesia, seri:
tertibat dalam pengelold sahaan, anak - perusahaan, .

“hengelotdan suate perusahaan
cabang perusahaan yang ada di-indonesia.t -

2. Representaiive (ffice atau Kantor Perwakilan perusahaan Asing,
mempunyal -definisi yang hampirssama, dengan uraian point 1 diatus,
hanya bedanya adalah bahwa kegiatan yang:dilakukan R.Q. hanya
mencakup wilayah Indonesia saja, Terhadap R.O. pemerintah

-menyerahkar kewenangan untuk mengatur. kepada Departemen Teknis

. masing-masing-sesuai dengan bidang usahanya yang tertentu. Masing-
masing departemen teknis memberikan, pengaturan, yang berbeda-beda
mengenai ruang gerak R.O. yang berada dibawah pembinaannya. Dalam

~praktek. timbul permasalzhan hahwa tidak semua departemen teknis
memberikan pengaturan mengenai R.O. ini, dan int .menyebabkan
kesulitan. bagi: perusahaan yang berada di luar negeri untuk membuka
R.0. nya di.Indonesia. Secara umum keglatan R.O. di Indonesia adalah
dibatasi, daiam acti tidak diperkenankan bag sebuah R.O. untuk terlibat
cocara akiif dalam kegiatan bisnis perusahaan asing tersebut di
Indonesia. Hal-inilah terlihat dari R.O. yang mempunyai ruang lingkup
kegiatan @i bidang Perdagangan,’ Pelayaran,® Asuransi kerugian,’

* Lihat pasal | Surat Keputusan Ketua Badan Koordinast Penanaman Modal Mo, GE/SE/1988, tanggal
10 Februan 1988, Keputusan Kelua Badan Koordinasi Pennnaman Modal No. D1/SK/1988, anggal 10
Februari 1938 ini- merupakan peraiuran pelaksana dari Kepuatusan Presiden No. 53/1387 mengenal Fantar
Perwakilan Wilayah Perusahaan asing terianggal 24 Desember 1987, '

& Lihat Pagal 2 ayar | Surat keputusan Ketea Badan Koordinasi Penanaman Madal No, DI/SE/I9RE,
anggal 10 Februari 1983, )

5 Lihat Pasal 3 Surat Keputesan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. THIKp/NTE menganal
Katentoan Perizinan Usaha Perwakifen Perusahaan Perdagangan Asing tertanggal 9 haret 1978
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"'_""_"_"Leasmg,g_ ‘Minyak dan - Gas,” serta’ bidang-bidang  usahanya
lainnya:Sebuah’ 'R.0. yang meﬂ“pakan perpanjangan- tangan . dari
* ‘perusahaan asing atau g&bungaﬁ perusahaan asmg, d1 Indonema ddpat

' mgmpakan : il e, C

1 Warganegara Inéonesaa'-' 3

- 3. Warganewara Asing;t

% 3. Baden Hukum' Endones:a ataupun

4, Badan ﬁukum Asmg :

'Penetap_ s:apa sa}a yang berhdk untuk dltunjuk sebagax R O dan sebuah
':perusaha n asmg atau ‘gabungan dari beberapa perusahaan asing, sangat
tergantung kepada kebijaksanaan departemen teknis - masznmmas:ng 'yang
membidani kegiatan usaha R.O. tersebut.

- Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan
K ’ﬁ@%eh"Sebuah Representative Ufﬁce-'

‘Dalam melakukan pembahasan - atas tmdakan hukum yang dapat
dliakukan oleh sebuah R.O., penulis membagi pengertian'mengenai tindakan
hukum dalam 2 kqstegon masing-masing adalah sebagai benkut

\ A Tindakan hukum administrative yang menyangkm kegiatannya di
" Indonesia

. Tindakan hukum dibidang administrative penulis kaitkan dengan otoritas

yang dln’lllﬂ(l o!eh R O dalam melakukan fungsinya di hdonema Untuk

© ® Lihat Pasal T Surat Keputusan Menteri PerhubunganNo. KM.R0./1988 mengenai Agen Umum dan
Perwakilan Perusahaan Pelayaran Asing terianggal 21 November 1988, yang mewajibkan perusahaan
pelayaran asing untuk menunjuk perasahaan pelayaran nasional sebagai agen yang melakukanpengurusan
atas kepentingan bisnis perusahaan pelayaran asing tersebut di Indonesia baik kapal milik, kapal charter
maupun I-.apal yang dmpcra%lkannya

" Lihat Surat Keputus;an Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 305/A4K/IV/6/1973 mengenai
Kantor Perwakilan Perusahaan Asuransi Kerugian Asing di Indonesia tertanggal 5 Juni 1973

* Lihat Surat Edaran Direktur Jendral Moneter Dalam MNegeri, Depaniemen Keuangan No. SE
4835/ 1983 mengenai Ketentuan dan Prosedural Pendirian Xantor Cabang dan Kontor Perwakilan
Peruszhaan Leasing terlanggal 1 September 1683,

® Lihat Surat Feputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas, Depariemen Pertambangan dan Energi
No. Z2/K/DIp/1991,
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ity hdws diperhatikan mengenal bidang-bidang usaha apa yang diwakili
oleh R.Q: tersebut. Hal ini disebabkan karena addny& ;}embatas&n yang
= dibuat oleh pemeun;ah U;ihaﬁd{) keglatan R 0. tertentu . di Zn{i{)nema
A -..tenmnya dengan . argumentasi: pemberian. protek31 kepada pengusaha-
.-..__-pangusaha lokal- agar,- dapat berkembang -tanpa -terganggu usahanya

S dengan kehadxran R:O. tersebut di Indonesia. Dapat dikemukakan disini
*bahwa R. O yang. bergeraic dlb:xdang ‘perdagangan, maka pemermtm
- hanya mamperbolehkan R.0.: 'yang bersangkutan untuk melakukan
kegiatan promcys; me}akLkan penehman pasar dan pengawasan penjua}an
- _"‘zﬂam rangka pemasan.n pmduk yanc dshasdkan oleh prmmpalnya di
7 luar negeri. Hal int-berbeda dengan R. 0. yang ’Derada dalam pembinaan
.~ Departemen Pekerjdan Umum . yarw memperbolehkan R.O.  untuk
. - berpartisipasi langsung dalam. kegxa;anbzsmsnyadlindom.sm Partisipasi
- langsung disini-maksudnys adalah R.O. tersebut diperkenankan untuk
- mengikuth tender dan. melaksanakan pekerjaan untuk proyek-proyek
- .pemerintah yang dibiayai.oleh dana luar negeri, proyek yang dibiayai
oleh dana swasta, serta proyek-proyek dalam rangka penanaman. modal
dalam negeri. Ruang lingkup pekerjaan perusazhaan asing dalam
pembinaan Departemen Pekerjaan Umum dapat bertindak sebagai
kontraktor maupun kopsultan, -namun disisi lain bentuk partisipasi
tersebut harusiah dalam kerangka Joint Operation dengan perusahaan
- konstruksi/konsuitan nasional.*?-Hal ini.{entunya dengan argumentasi
: bahwa perusahaan konstruksi/ konsultan nagional tidak te.msah dalam hal
-+ partisipasinya dalam proyek-proyek di Indones;a serta dengan hdl‘dpdn
. .-agar Joint Operation tersebut dapat menciptakan alih teknoiog,i kepada

B _pemsahaan kontruksi/konsultan.

5. 'E‘mdakan Hukum Perdaia
Tindakan hukum dibidang perdata penulis kaitkan dengan kuwenanuan
R.O. untuk melakukan tindakan-indakan hukum tertentu seperti
melakukan transaksi jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya yang
sejenis. Dikaitkan dengan hal ini maka isu yang menarik adalah dapatkah
sebuah R.O. yang merupakan warganegara asing atau badan hukum
asing melakukan pembelian atas benda bergerak (movable asset),
ataupun benda tidak bergerak (immovable asser). sebuah R.O. yang
merupakan warganegara asing atau badan hukum asing, diperkenankan

1 Peraturan Menterl Pelterjaan Umuam No. S0/PRT/199] mengenai Perizinen Perwakilan Perusahaan
Asing tertanggal 7 Februari 1991
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- -'311:1&13%{ mel&kukan pembehan atas benda bergerak seperti alat-alat kantor,
" kendaraan bermotor, maupun benda bergerak lainnya yang ditujukan
' '-"'3untuk menunjang kegaatan R.O. tersebut. Diperbolehikan sebuah R.O.
" yang merupakan w{.raanegam asing atau badan hukum asing melakukan
~pembelian - terhadap - benda ‘tidak “bergerak seperii tanah - berikut
" “bangunannya? Undang—Unda{:g ?okek Agraria No. 5/ 1860 (UUPAXY
____yai:akan secara ‘tegas ‘bahwa warganegra asing atau-badan hukum
©Casing. diparkanankan memiliki - hak atas tanah dengan hak pakai yang
mémpunyai- jangka - ‘wakin ‘selama 10 “tahun dan kemudian dapat
-ﬂzperpanjanw sesual dengan ketentum yang berlaku. 2 Bagi R.O. yang
“merupakan’ warganegara asing atau badan hukum asing ‘yang ingin
o melakukan transaksi pembelian bangunan berupa rumah atau bangunan
o pemukiman’ tempat tmggal berikut tanah d:bawahnya yang dikuasai oleh
© pihak - lain, maka hal ini adalab - diperkenankan,” mengingat status
*“hukum dari rumah atan bangunan-pemukiman adalah terpisah,’ namun
' 'penerapan asas pemasahdn honzonsa"i ini dalam prakteknya adalah sangdt
e suht unmk d;!aksanakan '

~ Penutup

Pertumbuhan ekonomi dunia menyebabkan semakin banyak perusahaan
multinagional di banyak negara menerapkan kebijaksanaan relokasi atas
Kegiatan usaha mereka, tentunya dengan disertai pertimbangan-pertimbangan
ekonomis ‘seperti terbatasnya pengadaan beberapa sumber daya, maupun
pasar yang cenderung tetap bahkan menurun dinegara asal perusahaan
muitinasional tersebut. Tentunya sejalan dengan kebijaksanaan relokasi
tersebut, dibutuhkan sarana pengawasan dan pengendalian oleh kantor pusat

¥ Lihat ﬂnéang-Undang Pokok Agm.z'ia No. 571860

# Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Mo. 6/1972 yang mengatur mengenai Pelimpszhan
Wewenang Pemberizn Hek Atas Tanah Kepada Gubenur Kepala Deerah.

12 Libat UY No. 4/1992 mengenai Perumahan dan Pemukiman yang didalamnya dinyatakan bahwa
kepemilikan rumsh diperuniukanuntuk tempat tinggal adalah diperkenankan asal ada peraturan pelaksana
yag akan mengalur secara detail masaiah tersebut belumlah keluar,

¥ Hukum Agrera kita mengenal prinsip pemisohan horizomtal antara tanak dengan bangunan
diatasnya, vang didalamnya diakui ada perbedasn siatus kepemilikan antara ¢i pemililik tanah dengan di
pemilik bangunan.
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'dafi ferusalm.ﬁ mu]tmasxoml tersebut ‘bagi kegiatan produksi “mupmi
-'pemdsdran yang berada diluar negaranya .::;Banydknya R.0;: di Indonesia
merupakan akibat fenomena - ‘{Lffy&bhf dan dalam banyak hal banvak
keuniungan svang c.dapat dirail indonema ~dengan - kemunculan (R, 0.
:-f'-nsm‘;ah an-pam.sah&an muhma&,mnal sepem peningkatan sumber .. daya
manusi, transfer teknologlyadil. Dilain: pzhak; oleh - beberapa . kal dngdn
' 8n_§,zi@dhd nasionat zmmk bsdanmbxdanﬁ’ tertentu dianggap kehadiran R.G.
'_=::.gezsa’out sebagai ancaman, Hal ini tentunya’ ‘harus mendapat tanggapar, da;:-
--'_.pa'nezzrtt ih) fc,n{mya dengan menciptakan-aturan main-yang: faic dan: sali ing
"mmﬂmmnv@n antara pemumha nasional dengan pervsahaan mui{md%mn@; '
yang diwakili oleh R.O. nya di! JIndonesia. Kemungkinan dilakukannya
'.puifmgcmaﬂ oleh suat _'0 mugkin saja terjadi, mis nya untk bidang-

bidang tertenta dimana RO dil arang muakzzkan transaksi fertentu 'g ada
prakteknya di langgar. Menﬂhaéapx situasi.demikian kontrol pemerinta
hendaknya semakin diintensifkan, mengingat tidak ter tutup kﬂmunwkman
~dilakukannya--penyelundupan - hukum - dalam - hal ini. Deregul asl..dan
debirokratisasi yang, sifatnya.prosedural harug -dilgkukan untuk semakin
merangsang kehadiran R.O. lain di Indonesia, mengingat banyak hal positif
yang -dapat kita capai-melalui: kehadiran mereka. Ditengah isu.globalisasi
sekarang ini kekhawatiran. mengenai hadirnya R R.O. di Indonesia harus
ditepis, bahkan-bagi pengusaha nasional semestinya harus ditanggapi sebagai
rangsangan untuk semakin meningkatkan efisiensi dan kualitas mereka.
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Di hadapan Sang Tiran _
jangan dengarkan apa yang dikatakannya
Tapi dengarlah apa yang tidak dikatakannya

(Khalil Gibran)






